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MUKOMUKO - Sudah enipat drang jadi ter-
pidana perkara korupsi anggaran makan dan
minum di Setkab Mukomuko tahun anggaran
2019. Namun itutetap adapihak yang menilai
pengungkapan dan pengusutan perkara
tersebut belum tuntas dan belum terang ben-
derang. Menurut manlan Sekda Mukomuko
BM. Iialii/al. SI 1, M.Si, penanganan perkara
korupsi anggaran makan dan minum itu
masih belum jelas titikterangnya.

Dikatakannya, masib ada yang janggal, sebab
perkara itu banya menyeret mereka yang
mencairkan. Tapi belum sampai mengenai
Siapa yang memerintabkan pencairan. l'adahal,
jaksa peniintut umum (JPU) Kejari Mukomuko
sendiri yang mengungkapkan, ada bukti nota
•dinas dari wakil bupati saat itu. Sehingga sampai
caif dana hingga Rp 1miliar. "Itu sudah diakui
oleh oknum ajudan wakil bupati saat itu saat di
persidangaii. Bahwa apayangdilakukannya itu
salah;'kataBM.llafri/al.

la menainbahkan sudahditegaskan dalam
amar putusan hakim saat putusan terdakwa
Syai'rudin dan Marta. Bahwa barang siapa
yang mengelola dana itu, menikmati dan
yang terlibat hingga dana itu cair, maka hams
bertanggung jawab. "Itu jelas, bahwa barang
siapa yang mengelola dana ini harus bertang-
gungjawab" tegas BM. Hal'ri/al.

Dinyatakannva, masih ada pihak yang patut
dipersangkakan. Sebab ada nota dinas pen
cairan dana untuk membayar utang bupati.
Han itu diajukan oleh wakil bupati melalui
oknum ajudannya. Sementara, saat itu Muko
muko masih punvabupati definitil.

Dikonlirmasi, Kajari Mukomuko Hendri An-
toro, S.Ag, Sll, Mil melalui Kasi Pidsus, Andi
Setiawan.Sll menvatakan, pihaknya mem-
pedomani seluruh putusan perkara tersebut.
Dan, pihaknya tidakmenemukan dalam amar
putusan itu menvebutkan adanya pihak-
pihak Lain yang ikut terlibat. "Dalam putusan
perkara Syafkatd dan Vicky yang terakhir, tidak
ada menyebutkan pihak-pihak lain yang ikut
terlibat," kata Andi.

Andi menegaskan, jaksa tidak bisamem-
proses suatu perkara berdasarkan asumsi.
Apalagi berdasarkan pendapat pihiik lain.
Dalam menindaklanjutinya, pihaknya mem-
pedomani amar putusan majelis hakim.(hue)


